1. Ringkasan Eksekutif

Berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di DPMPTSP, merupakan bentuk dari integritas pengelola dan
penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut dibentuk
Tim Unit Pengendali Gratifikasi yang bertugas untuk menangani gratifikasi di lingkungan
DPMPTSP Kabupaten Purbalingga melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten
Purbalingga Nomor S9AHk=63+4/3363/202+ tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintan;

t—Peraturan Komtsr—Pemtthanr—tmuom—Nomoer—+5—Ttahun—261+5—tentang—Pengendattan
S entifikasidibined Komisi-Pemitibant ’

j.  Keputusan

3. Tujuan Evaluasi
Tujuan evaluasi atas pelaksanaan penangaan gratifikasi pada lingkungan DPMPTSP

Kabupaten Purbalingga pada semester 2 (dua) tahun 2021 adalah:



a. Untuk menilai efektifitas penanganan penerimaan dan penolakan gratifikasi serta
implementasi penerimaan dan penolakan barang gratifikasi; dan
b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk penanganan penerimaan dan

penolakan gratifikasi serta implementasi penerimaan dan penolakan barang gratifikasi.

4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup evaluasi adalah implementasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan

DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Gratifikasi
Hasil monitoring atas pelaporan gratifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Unit Pengendali
Gratifikasi periode semester 2 (dua) Tahun 2021 diketahui bahwa Tim Unit Pengendali
Gratifikasi tidak menemukan adanya penerimaan maupun penolakan gratifikasi dilingkungan
DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.
Berdasarkan wuraian di atas, diketahui bahwa penanganan penerimaan dan penolakan
gratifikasi menunjukkan kesadaran yang tinggi, terbukti tidak ada laporan baik penerimaan

maupun penolakan gratifikasi.

Purbalingga, 14 April 2022
KEPALA DPMPTSP

ATO SUSANTO, AP.,M.Si



LAPORAN PENRERBVAANPENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA
Nama Pelapor / Penerima NIHIL
Unit Kerja / Jabatan NIHIL
No. Induk Pegawai NIHIL
No.Kontak NIHIL Telp:
DATA PEMBERI
Nama Pemberi NIHIL
Jabatan / Pekerjaan NIHIL
Alamat NIHIL
Hubungan pemberi Mitra Kerja Pihak Ketiga Penyedia  barang
dengan Pegawai dan &jasa
enyelenggara
Penyeiense Anak Perusahaan Lainnya
negara/Instansi/Lembaga
No. Kontak HP: Telp: Email
URAIAN PENERIMAAN
Gedung/La
ntai/Ruang
Tempat an/Blok/RT
Penerimaan /RW
Kel/Kec/K
ab/Kota
Waktu
_ Pukul/Hari
Penerimaan




Tanggal
/Bln/Thn
Uraian Dalam Kedinasan Seremonial Lainnya
Kegiatan Kegiatan
(Penerimaan
dalam Uraian
rangka) Kegiatan
Bentuk
) Gratifikasi
Uraian
Gratifikasi Jumlah
yang Gratifikasi
diterima —
Nilai
Gratifikasi
Ada/Tidak
1 “
Ada/Tidak
2 Y
Kelengkapan
Ada/Tidak
Dokumen 3
*)
Pendukung
Ada/Tidak
4
*)
Ada/Tidak
5 Y
Akomodasi
Biaya - - -
Ya Jika ya sebutkan anggaran/rekening biaya yang
(khusus .
- dibebankan
penerimaan Tidak
dalam
kedinasan)

Demikian laporan penolakan gratifikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Prubalingga, 14 April 2022

Tanda Tangan



LAMPIRAN I : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
FORMULIR : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN
GRATIFIKASI

LAPORAN PENERIMAAN/PENOEAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA
Nama Pelapor / Penerima NIHIL
Unit Kerja / Jabatan NIHIL
No. Induk Pegawai NIHIL
No.Kontak NIHIL Telp:
DATA PEMBERI
Nama Pemberi NIHIL
Jabatan / Pekerjaan NIHIL
Alamat NIHIL
) Penyedia  barang
Hubungan pemberi Mitra Kerja Pihak Ketiga )
. &jasa
dengan Pegawai dan
penyelenggara Lainnya
negara/Instansi/Lembaga e N B
No. Kontak HP: Telp: Email

URAIAN PENERIMAAN




Gedung/La

ntai/Ruang
Tempat an/Blok/RT
Penerimaan /RW
Kel/Kec/K
ab/Kota
Pukul/Hari
Waktu
Penerimaan Tanggal
/Bln/Thn
Uraian Dalam Kedinasan Seremonial Lainnya
Kegiatan Kegiatan
(Penerimaan
dalam Uraian
rangka) Kegiatan
Bentuk
. Gratifikasi
Uraian
QGratifikasi Jumlah
yang Gratifikasi
diterima —
Nilai
Gratifikasi
Ada/Tidak
1 5
Ada/Tidak
2 “
Kelengkapan
Ada/Tidak
Dokumen 3
*)
Pendukung
Ada/Tidak
4
*)
Ada/Tidak
5 .
Akomodasi
Biaya - - -
Ya Jika ya sebutkan anggaran/rekening biaya yang
(khusus .
- dibebankan
Tidak

penerimaan




dalam

kedinasan)

Demikian laporan penolakan gratifikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Prubalingga, 14 April 2022

Tanda Tangan



